
 
 

BAB III 

PENUTUP  

 

A. KESIMPULAN  

1. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan oleh penulis, 

maka kesimpulan mengenai Penerapan Keamanan Masuknya Barang 

dari Luar Negeri di Entikong Daerah Perbatasan Malaysia-Indonesia  

ialah dalam rangka menanggulangi permasalahan serta menjaga dan 

membangun kawasan perbatasan sebagai “halaman depan bangsa”, 

Pemerintah telah menerapkan sejumlah kebijakan Percepatan 

Pembangunan Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan Sarana Prasarana 

Penunjang di Kawasan Perbatasan yaitu dengan melaksanakan 

pembangunan ekonomi pada Kawasan Perbatasan Negara di Entikong.  

PLBN Entikong yang memiliki jalur ekspor dan impor dengan wilayah 

Tebedu, Malaysia. Sebagian masyarakat Indonesia di kawasan 

perbatasan Entikong mendapatkan kebutuhan pokok di Tebedu. Di 

Entikong juga sudah terdapat terminal barang internasional, atau yang 

juga disebut sebagai Dry Port.. Walaupun sudah terdapat Dry-Port 

namun belum dioperasikan sebagaimana mestinya, maka di perbatasan 

Entikong belum terdapat kegiatan Impor.  

2. Demi menjaga keamanan masuknya barang di Entikong, Pemerintah 

memperketat sistem pengecekan barang maupun orang yang memasuki 

Kawasan perbatasan Indonesia, pengecekan barang dilakukan di Pos 

Lintas Batas Negara di Entikong, Kalimantan Barat. Di setiap daerah 
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perbatasan juga diadakannya pos – pos yang dijaga oleh pihah yang 

berwenang. Pihak yang berwenang untuk menjaga pos – pos di setiap 

daerah ini ialah Tentara. Tidak hanya di setiap daerah perbatasan namun 

juga diadakannya pos – pos di setiap desa yang ada di perbatasan yang 

disebut sebagai Satgas Pamtas. Satgas Pamtas bertugas untuk mengecek 

orang ataupun barang yang melintas melalui jalur hutan. Satgas Pamtas 

terdiri dari tentara – tentara yang ditugaskan di setiap pos – pos yang 

terdapat di desa yang berada di daerah perbatasan.  

 

E. SARAN  

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan oleh penulis, 

maka kesimpulan mengenai Penerapan Keamanan Masuknya Barang dari 

Luar Negeri di Entikong Daerah Perbatasan Malaysia-Indonesia, makanya 

penulis memberikan saran diantaranya :   

1. Terminal Barang Kecamatan Entikong secepatnya dioperasikan agar 

kegiatan Impor di Entikong dapat berjalan sebagaimana mestinya, 

agar mengurangi permasalahan mengenai masuknya barang-barang 

illegal.  

2. Pos Lintas Batas kecamatan Entikong seharusnya lebih diperketat lagi 

keamanannya, karena masih banyak barang-barang yang masuk 

secara illegal melalui jalur tikus.  

3. Masyarakat harus lebih disiplin dan menaati aturan yang telah 

ditetapkan sebagaimana mestinya, agar peraturan peraturan yang telah 
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diberlakukan dan aktivitas keluar masuknya barang dapat lebih efektif 

dan berjalan sebagaimana mestinya.  
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